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ABSTRAK 

Berbicara mengenai bencana tentu tidak terlepas dari keadaan darurat bencana dan 

penanggulangannya. Pemerintah melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai kegiatan 

penanggulangan bencana, terutama keadaan darurat bencana yang harus dilaksanakan 

dengan segera dan tidak dapat ditunda. 

Dalam keadaan darurat bencana tentunya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang 

mendesak dan tidak dapat ditunda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan 

adanya kegiatan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada 

keadaan bencana tidak dapat dipersamakan dengan keadaan normal dikarenakan 

adanya sifat ke-darurat-an di dalamnya yang mengharuskan untuk dilaksanakan 

segera dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, terdapat metode khusus dalam 

kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, yakni penunjukkan langsung. 

Namun, metode ini tak dapat serta merta digunakan begitu saja, terdapat ketentuan 

untuk menggunakannya, salah satunya adalah adanya penetapan status keadaan 

darurat bencana. 

 

Kata Kunci: Bencana, Keadaan Darurat Bencana, Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Penunjukkan Langsung 
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